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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang cukup kompleks. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga kategori yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan  pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan, pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganan permasalahanya selama ini cenderung dilakukan secara tidak merata dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Rasa sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.
Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia ini sebenarnya sudah banyak dilakukan sebab selama ini pemerintah telah melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan, tetapi program-program tersebut sampai saat ini belum ada yang maksimal karena target penurunan jumlah penduduk miskin dari program-program tersebut tidak terpenuhi. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti  Penanggulangan  Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). 

Program-program tersebut merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk mengatasi pengangguran, juga memberikan bantuan berupa pinjaman modal untuk usaha tanpa memperhatikan segi efesiensinya dan memberikan arahan-arahan yang bisa membuat masyarakat tidak selalu tergantung pada bantuan-bantuan Pemerintah. Program-program ini sebenarnya diharapkan agar masyarakat bisa membuka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan secara umum diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia yang semakin tinggi karena diterpa krisis ekonomi yang berkepanjangan mulai dari 1997 sampai saat ini.

Solusi atas permasalahan itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pemberdayaan merupakan langkah baik yang diambil guna menanggulangi kemiskinan, namun dalam hal penanggulangan kemiskinan secara nasional, pemerintah pusat hanya bisa menyelidiki masalah kemiskinan sebatas data dari jumlah masyarakat  miskin tanpa dapat mengetahui lebih jelas penyebab kemiskinan tersebut. Padahal penyebab kemiskinan dari masing-masing daerah itu berbeda-beda, begitu pula dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang berbeda pula, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan dari pusat tidak dapat menanggulangi kemiskinan secara tuntas di daerah. 

Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat mempunyai peranan penting dalam hal ini, oleh karena itu pemerintah daerah harus memliki sikap yang lebih tanggap dalam menanggulangi masyarakat miskin karena pemerintah daerah lebih mengenal kelebihan dan kekurangan akan masyarakat daerahnya sehingga pemerintah daerah bisa merumuskan program yang tepat.

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Subang Tahun 2007 menunjukan bahwa indeks kesehatan (69,78) dan indeks pendidikan (79,42) itu termasuk kategori tinggi hanya saja indeks daya belinya yang dikategorikan rendah yaitu (50,66) berdasarkan indikator ini pemerintah Kabupaten Subang mengartikan bahwa cukup banyak penduduk miskin di Kabupaten Subang dan dijadikan sebagai motivasi untuk ikut serta dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Subang, sebagai salah satu Badan yang mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis sebagai bahan pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi pemerintah Desa, dalam pelaksanaan pembangunan, pengawasan, perencanaan sampai dengan evaluasi keberhasilan pembangunannya. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarkat Desa (BPMD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2010, sebagai penjabaran dari rencana strategis Kabupaten Subang dalam kerangka acuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Subang.
Sesuai dengan kiprahnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai peranan lebih banyak karena selain Kepala Kantornya sebagai Ketua Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Badan Pemberdayaan Mayarakat Desa Kabupaten Subang juga bertindak sebagai koordinator umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, terdapat tahapan-tahapan yang cukup panjang diantarnya: sosialisasi, pembentukan kelompok, pelatihan masyarakat, penyusunan perencanaan, keputusan pelaksanaan bersama, dan permohonan dana.
Berdasarkan latar belakang dan kondisi dilapangan atau tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adanya permasalahan sebagai berikut:
Faktor yang menyebabkan kegagalan program-program tersebut diantaranya adalah penyalahgunaan dana bantuan oleh oknum-oknum penyalur dana bantuan. Demikian pula dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan dan pengembangan wirausaha juga diduga sebagai penyebab gagalnya program-program tersebut. Dana-dana itu diberikan begitu saja tetapi tidak menjadikan masyarakat penerima dana berkembang dalam berwirausaha. Lebih jelasnya bahwa untuk mengentaskan kemiskinan tidak hanya cukup dengan memberikan modal uang begitu saja pada masyarakat miskin atau berupa sumbangan-sumbangan yang tidak memiliki umpan balik pada kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, baik berupa ilmu atau bimbingan dalam berwira usaha.
Keterlambatan penempatan konsultan yang harusnya selesai pada bulan Januari 2008, namun baru selesai pada bulan April 2008, sehingga terjadi keterlambatan  pelaksanaan. Ini disebabkan keterlambatan pemerintah pusat dalam merekrut konsultan, dalam perekrutan konsultan, pemerintah pusat memilih tiga perusahaan untuk merekrut konsultan. 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Subang, dalam mensolisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ke desa-desa mendapat kesulitan, dikarena kekurangan fasilitator sebanyak empat ratus orang, yang harusnya enam ratus sembilan puluh orang, baru ada dua ratus sembilan puluh orang. Fasilitator berfungsi untuk memfasilitasi dan pembimbing agar tujuan prinsip-prinsip kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  dapat dilaksanakan secara benar dan konsisten, karena pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri banyak melibatkan fasilator terhadap kelompok masyarakat  maupun oleh instansi pemerintah terkait.
Fenomena lain yang dihadapi yaitu rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan sangat lemahnya sistem pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sehingga Pada pelaksaan program yang direncanakan masih belum optimal, sehubungan dengan hal tersebut diatas, pernyataan yang muncul yaitu sejauh mana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat optimal, untuk menjawab hal tersebut, maka diperlukan pendidikan dan pelatihan kepada para pelaksana yang mendalam melalui penelitian yang komprehensip dan sistematis.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai peran Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten Subang dalam menanggulangi kemiskinan yang penulis tuangkan dalam judul IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2008 (Suatu Studi di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Subang)
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana Implementasi  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Subang tahun 2008?

2. Bagaimana Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Subang tahun 2008?
3. Bagaimana Pengendalian, dan Evaluasi Pelaporan PNPM Mandiri dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Subang tahun 2008?
1.3 Maksud dan Tujuan Kuliah Kerja Lapangan
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di kabupaten subang tahun 2008, sedangkan tujuan dari Kuliah Kerja Lapangan ini adalah:

1.
Untuk mengetahui Implementasi  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Subang tahun 2008.
2.
Untuk mengetahui Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Subang tahun 2008.
3.
Untuk mengetahui Pengendalian, dan Evaluasi Pelaporan PNPM Mandiri dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Subang tahun 2008.
1.4 Kegunaan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan penulis, yaitu untuk mengetahui implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Bagi kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan dan informasi bagi ilmu yang dipelajari dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bagi kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori pemberdayaan yang berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan solusi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
1.5 Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan fokus penelitian, maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan berbagai kerangka teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Teori-teori yang dikemukakan adalah teori-teori yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, pengungkapan teori ini dibuat sesuai dengan pedoman dalam menganalisa masalah yang diteliti. Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai berikut:
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65).

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan/merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Dalam konteks pembangunan, istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dikemukakan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Berhubungan dengan hal tersebut, menurut Shardlow seperti yang dikutip oleh Roesmidi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah:

“Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka” (Roesmidi, 2006:3).

Menurut Sunyoto Usman, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternative solusi masalah tersebut. Serta diperlihatkan strategi pemanfaatan berbagai resources yang dimiliki dan dikuasai. Dalam proses tersebut, masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaiman membangun strategi memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dengan kata lain, prinsip yang dikedepankan dalam proses pemberdayaan adalah memberi peluang masyarakat untuk memutuskan apa yang mereka member peluang masyarakat untuk memutuskan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemauan, pengetahuan, dan kemampuannya sendiri (Jamasy, 2004: xiii-xiv).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan pada intinya adalah untuk mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang ia harus lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahn yang ia hadapai, sehingga mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam mewujudkan cita-citanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan bukanlah proses sepihak, melainkan proses yang dijalankan untuk kepentingan bersama.
Menurut Payne seperti yang dikutip oleh Roesmidi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa:

”Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya” (Roesmidi, 2006:3).
Menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin selain memerlukan keterlibatan aparat daerah yang bersangkutan yang mengetahui kantung-kantung kemiskinan, juga diperlukan suatu formula sebagai pendukung program pemberdayaan.
”Masyarakat Miskin merupakan suatu kelompok yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya” (BPS dan Depsos, 2002:4)
Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial,  menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan  menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Dasar hukum  pelaksanaan Program Naional Pembrdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mengacu pada landasan konsitutional UUD 1945 beseta amandemenya, landasan idil pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan  adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

3. Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penaanggulangan Kemiskinan.
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1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode

Sesuai dengan masalah yang diteliti pada saat ini, berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam penelitian adalah berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusunan dalam melakukan penelitian dan pengamatan.

Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam memilih suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, (Nasir,1998:5)

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

1. Studi Pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi, yaitu cara menghimpun data dengan melakukan praktek kerja lapangan langsung ke instansi yang terkait.

1.6.3 Analisis Data
Suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan diantara bagian, dan hubungan bagian dalam keseluruhan.
Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kuatitatif yaitu:
1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan.

2. Sajian Data

Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan.

3. Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu divertifikasi dengan cara melihat dan memepertanyakannya kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

1.7 Lokasi dan Jadwal KKL
Lokasi Kuliah Kerja Lapangan yang penulis laksanakan yaitu pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Kabupaten Subang yang beralamat di Jl. Darmo Mihardjo No. 3, Telp. 0260-411015. Adapun jadwal penelitian yang telah direncanakan selama 5 bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan November 2008 yang terdiri atas:
1. Mengajukan surat ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Subang. Juli 2008.
2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan. Agustus 2008.
3. Pengumpulan data. Agustus s/d Desember 2008.
4. Penulisan laporan KKL. Agustus s/d Desember 2008.
5. Pengumpulan laporan KKL bulan Desember 2008.
Tabel 1.1

Jadwal KKL
	No
	Kegiatan
	Tahun 2008

	
	
	Jul
	Ags
	Sep
	Okt
	Nov
	Des 

	1
	Mengajukan surat ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Subang
	
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan
	
	
	
	
	
	

	3
	Pengumpulan data
	
	
	
	
	
	

	4
	Penulisan laporan KKL
	
	
	
	
	
	

	5
	Pengumpulan Laporan  KKL
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Kriteria miskin


- Kurangnya pendidikan


- Kurangnya Kesehatan


- Kurangnya segi perekonomian


-  Tidak mempunyai sarana MCK�
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